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Abstrak. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan efektivitas kebijakan Walikota
Makassar tentang pencegahan kekerasan anak berbasis shelter warga pencegahan
kekerasan anak berbasis shelter warga. Penelitian ini dilaksanakan di kota
Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan Walikota Makassar dalam
pencegahan kekerasan anak berbasis shelter warga sudah cukup optimal. Hal ini
berdasarkan 3 indikator yakni pertama, pelayanan pengaduan pemenuhan hak
anak sudah beroperasi 24 jam di P2TP2A dan untuk 37 shelter warga. Kedua,
sosialisasi sudah massif dilakukan dimasyarakat maupun sekolah serta shelter
warga melalui pelibatan masyarakat. Ketiga, pendampingan dilakukan baik kepada
masyarakat umum maupun korban walaupun masih terbatas karena terkendala
anggaran. Adapun dalam hal efektifitas sudah cukup optimal. Hal ini berdasarkan3
indikator yakni, pendekatan sumber daya masih kurang karena partisipasi
masyarakat untuk terlibat shelter warga masih rendah yakni dari 154 yang
dibentuk, hanya 37 yang aktif. Selain itu, ketebatasan fasilitas dan anggaran
operasinal masih menjadi kendala. Kedua, pendekatan proses berjalan dengan baik
mulai dari pelibatan masyarakat dalam pembentukan shelter, sosilasiasi
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Violence; Child; Citizen pendekatan sasaran shelter warga sudha tepat dengan melakukan sosialisasi di
Shelter lingkungan masing - masing dengan melibatkan stakeholder sekitar.
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PENDAHULUAN

Pemerintah daerah berkewajiban memberikan perlindungan terhadap anak.
Kewenangan dan tanggung jawab ini secara detail setelah adanya perubahan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 ke 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Subiyakto, 2012), dimana salah satu poin perubahannya yakni perlindungan anak.
Undang-undang pemerintahan daerah ini mengamanatkan kepada Kabupaten/Kota
terkait Perlindungan Anak berdasarkan potensi daerahnya (Fitruani, 2016). Adapun
untuk urusan anak secara spesifik meliputi Sistem Data, Pemenuhan Hak dan
Perlindungan Khusus Anak. Adapun regulasi yang mengatur terkait perlindungan
kekerasan dalam rumah tangga yakni tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2004 dan
Perlindungan anak tertuang dalam UU No. 35 Tahun 2014 (Roza & Arliman, 2018).

Adapun kebijakan Pemkot Makassar terkait kebijakan perlindungan anak tertuang
dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2017 tentang RPJMD tahun
2014-2019 dan Perda no.5 tahun 2018 terkait perlindungan anak (Anasiru, 2017).
Adapun dalam penjabaran kebijakan umum dalam RPJMD ini tertuang pada poin 19
yakni Meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang meliputi
kebijakan umum Penguatan pokja gender, perlindungan perempuan dan anak dan
pembentukan kelurahan layak anak (Hamudy, 2015). Adapun penjabaran RPJMD ini
secara teknis dan spesifik tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2014-2019 yang disahkan melalui Keputusan
Walikota Makassar Nomor 1361/050/kep/X/2017.

Dinas DP3A Kota Makassar merumuskan standar kinerja sasaran strategis yang
selanjutnya dituangkan dalam dokumen rencana strategis tahun 2014 - 2019. Secara
spesifik, perlindungan anak tertuang dalam Bab VI rencana program & kegiatan,
indikator kinerja, sasaran dan program. Adapun program khusus perlindungan anak
terdapat pada bagian (3). Tujuan program ini yakni mensejahterakan perempuan dan
anak dalam mewujudkan anak Indonesia Sehat, berpendidikan, Berakhlak Mulia dan
kepastian hukum dari kekerasan, ekploitasi dan diskriminasi bagi perempuan dan anak
(Gunarso & Afifah, 2016). Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain khusus
perlindungan anak yakni (1) pengembangan P2TP2A, (2) Penyediaan dan Pengelolaan
Shelter (Rumah Aman), (3) Pemenuhan hak dan perlindungan kelompok disabilitas bagi
perempuan dan anak korban kekerasan, (9) Pelatihan pengurus shelter warga, (10)
Sosialisasi shelter warga, (11) Fasilitasi shelter warga,( 12)Perumusan dan penyusunan
kebijakan terhadap perlindungan perempuan dan anak, (13) Workshop pencegahan
kekerasan dan perkawinan anak.

Adapun dari program ini selanjutnya dinas P3A kota Makassar mendapatkan beberapa
penghargaan yakni Tahun 2019, inovasi pelayanan publik DPPPA kota Makassar yakni
shelter warga menerima penghargaan sebagai top 29 inovasi pelayanan publik tingkat
Provinsi Sulawesi Selatan; dan Tahun 2019 meraih penghargaan Kota Layak Anak
kategori Madya Nasional. Puluhan penghargaan yang diraih pemerintah Kota Makassar
dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan anak sejauh ini belum
mampu menekan angka kekerasan tiap tahunnya. Hal ini terlihat dalam daftar angka
kekerasan dalam waktu beberapa tahun terakhir.

Adapun tingka kekerasan terhadap perempuan dan anak selama 4 tahun terakhir yakni
sebagai berikut:
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Tabel. 1 Data kekerasan Perempuan dan Anak Kota Makassar

1 2015 1.025
2 2016 1.172
3 2017 1.225
4 2018 1.746

Sumber: (P2TP2A) Kota Makassar

Data ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan kekerasan dalam 4 tahun
terakhir. Dimana dari tahun 2015 ke 2016 dengan kenaikan 137 kasus. Di tahun
selanjutnya, mengalami kenaikan 53 kasus. Adapun lonjakan kekerasan tertinggi
yakni dari 2017 ke 2018 yakni 521 kasus. Adanya kenaikan diatas angka 500 kasus
ini tentunya menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Apalagi anggaran yang
digunakan khusus untuk perlindungan perempuan dan anak tergolong tinggi.
Adapun anggaran perlindungan perempuan dan anak dalam waktu 3 tahun sebagai
berikut:

Tabel 2 Anggaran Realisasi Program Perlindungan Anak

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Pagu Realisasi XC Pagu Realisasi XCa Pagu Realisasi xXCa
Anggaran (Rp.) paian | Anggaran (Rp.) paian | Anggaran (Rp.) paian
3.074.683.800 | 2.935.611.450 | 97,40 | 4.547-412.139 | 4.496.580.000 | 98,88 | 3.860.772.470 | 3.778.910.975 | 97,88

Sumber: Dinas P3A Kota Makassar

Data ini menunjukkan bahwa anggaran pada tahun 2017 mengalami kenaikan
signifikan dan kembali turun ditahun 2018. Namun angka ini cukup besar jika
dikelola dengan baik dengan program yang tepat sasaran. Adapun dalam sejauh ini
model yang dianggap efektif dalam proses pencegahan yakni pelibatan partisipasi
masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak khususnya pasal 27. Secara spesifik juga tertuang dalam
Peraturan daerah nomor 5 tahun 2018 tentang perlindungan anak pasal 6 poin (4)
kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana yang dimaksud
pasal 1 yang berbunyi pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan perlindungan anak meliputi : khusus angka 1. Memfasilitiasi
pembentukan shelter warga di setiap kecamatan.

Landasan inilah yang menjadi dasar hukum dibuatnya shelter warga. Pembentukan
Shelter Warga merupakan program yang dimiliki pemerintah kota Makassar dalam
melibatkan masyarakat menekan tingginya angka kekerasan anak (Juita &
Wardhani, 2021). Semua kalangan baik itu tokoh perempuan, tokoh agama, tokoh
pemuda dan stake holder lainnya harus terlibat dalam pencegahan maupun
penangan kasus kekerasan anak (Hasanah & Raharjo, 2016). Dengan
keterlibatannya, maka, penyelesaian kasus bisa dilakukan secara persuasif. Hal ini
karena, elemen ini memahami culture dan kondisi masyarakat baik itu pelaku
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maupun korban. Sehingga dalam penanganannya tidak semua harus diselesaikan di
lembaga penegak hukum. Ini untuk menghindarkan korban dari proses formal
berkepanjangan yang menguras energi, dan menyebabkan keretakan di masyarakat.

Shelter Warga adalah wujud kolaborasi pemerintah, masyarakat dan pihak swasta
dalam perlindungan anak di kota Makassar. Seperti diketahui bersama, salah satu
kunci keberhasilan program edukasi masyarakat harus melibatkan partisipasi
masyarakat. Olehnya itu, shelter warga dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh
agama, tokoh perempuan maupun kelompok civil sociaty lainnya (Setiawan,
Wahyudi & Jatmikowati, 2016).

Sejak dibentuknya, shelter warga dianggap mampu memberikan pelayanan cepat
terhadap korban kekerasan yang terjadi di kota Makassar. Adapun jumlah aduan
kasus yang diterima shelter warga sebagai berikut:

Tabel 3. Jumlah Aduan Kasus yang Diterima Shelter Warga

1 Shelter warga 109 109 204 422

Sumber: Dinas P3A Kota Makassar

Data ini menunjukkan bahwa shelter warga memiliki tingkat aduan masyarakat
melalui shelter warga terus meningkat. Tentunya, shelter warga harus lebih aktif
dalam melakukan edukasi maupun pendampingan masyarakat. Berdasarkan data
Dinas DP3A Kota Makassar yang dikutip Saenab (2020) menunjukkan bahwa dari
153 shelter, hanya 37 yang aktif. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan anggaran.
Dengan data ini, menunjukkan bahwa adanya kendala yang dihadapi shelter
wargadalam menjaga eksistensinya serta melakukan tugas pokok dan fungsinya.
Olehnya itu, berdasarkan fenomena ini, penulis tertarik untuk melakukan riset
tekait efektifitas kebijakan pemerintah dalam pencegahan kekerasan anak berbasis
shelter warga. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada efektifitas kebijakan
Walikota tentang pencegahan kekerasan anak berbasis shelter warga di Kota
Makassar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif untuk
menemukan dan menganalisis kejadian yang diteliti untuk mendapatkan data yang
objektif dalam rangka menganalisis kebijakan pemerintah dalam pencegahan kekerasan
anak berbasis shelter warga di kota Makassar. Dalam hal ini untuk memberikan
gambaran tentang kebijakan pemerintah dalam pencegahan kekerasan anak berbasis
shelter warga di kota Makassar dengan melakukan observasi terhadap masyarakat dan
pelaksana dengan tujuan untuk mengumpulkan sejumlah data dan informasi dengan
cara observasi dan wawancara mendalam yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penelitian ini dilaksanakan di kota Makassar. Adapun yang mnejadi narasumber yakni
Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Kasi Penguatan Kelembagaan
Perlindungan Perempuan dan Anak, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Makassar, Ketua Shelter Tamamaung, Ketua
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Shelter Bangkala dan Direktur LBH APIK. Teknik pengumpulan data yang digunakan
observasi, dokumen dan wawancara. Studi ini menggunakan analisis data yang
dikemukakan oleh Bungin (2003; 69) meliputi tiga aktifitas diantaranya reduksi data,
penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

PEMBAHASAN

Efektivitas Kebijakan Pemerintah Kota Makassar dalam Pencegahan Kekerasan
Anak Berbasis Shelter Warga

Kebijakan pemerintah kota Makassar dalam hal ini keputusan Walikota terkait rencana
strategis dinas P3A merupakan hal yang wajib untuk direalisasikan. Dalam kebijakan ini
terdapat 2 regulasi terkait perlindungan anak yakni Peraturan daerah nomor 5 tahun
2018 tentang perlindungan anak dan regulasi tentang kota layak anak melalui Perwali
Nomor 2 Tahun 2017. Dari beberapa kebijakan yang menaungi progam shelter warga ini
dianggap realisasinya sudah berjalan namun belum optimal. Hal ini dilihat dari masih
tingginya angka korban kekerasan anak dikota Makassar beberapa tahun terakhir.
Olehnya itu, dalam pembahasan ini, akan memaparkan hasil penelitian terkait efektifitas
kebijakan Walikota Makassar dalam pencegahan kekerasan anak berbasis shelter warga.

Adapun dalam analisis ini dibagi menjadi 3 indikator berdasarkan Indikator Efektivitas
oleh Martani dan Lubis yakni :

1. Pendekatan Sumber Daya (Resource Approach)

Sumber daya merupakan penggerak dalam setiap program. Sumber daya ini meliputi
sumber daya manusia dan sumber daya penunjang (Soetrisno, 2016). Adapun sumber
daya penunjang ini meliputi anggaran dan fasilitas penunjang. Adapun sumber daya
manusia untuk mejalankan shelter warga mengandalkan partisipasi masyarakat.
Adapun jumlah pengurus setiap shelter warga sekitar 20an orang. Namun ada pula yang
aktif dan kurang aktif. Olehnya itu, penanggung jawab shelter warga harus lebih pro
aktif dalam mengevaluasi anggotanya.

Adapun anggaran operasional untuk setiap shelter warga dari dinas P3A kota Makassar
yakni 750.000,- per bulan dan dibayar per triwulan . Adapun untuk fasilitas dan
sekretariat masih mengandalkan swadaya warga. Hal ini menandakan bahwa
keterbatasan sumber daya penunjang masih menjadi salah satu penghambat dalam
program shelter warga. Sehingga dapat disebutkan bahwa sumber daya yang dimiliki
shelter warga sudah dapat menjalankan program yang ada. Namun masih belum optimal
karena keterbatasan sumber daya khususnya anggaran dan sarana penunjang.

2. Pendekatan Proses (Process Approach)

Dalam menjalankan sebuah program, tentunya tidak sekedar beriorentasi pada hasil,
tetapi juga pada proses. Hal ini karena dalam program pencegahan kekerasan anak
membutuhkan kesadaran masyarakat agar berhasil. Olehnya itu, tentu butuh waktu dan
proses yang panjang agar masyarakat bisa sadar akan hal demikian. Begitu pun dalam
hal kesadaran untuk turut berpartisipasi dalam pencegahan kekerasan anak dengan
terlibat aktif di shelter warga. Dalam pengelolaan shelter warga, masyarakat sudah
mulai aktif dan tertarik untuk terlibat dalam program pencegahan kekerasan anak
berbasis shelter. Shelter warga sudah mulai aktif melakukan sosialisasi kepada
masyarakat serta melakukan pendampingan kepada kelompok rentan dan anak yang
menjadi korban kekerasan.
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Adapun dalam pembentukan shelter warga ini dilakukan dengan koordinasi dengan
pemerintah setempat, tokoh masyarakat, babinsa dan elemen masyarakat lainnya.
Dalam pertemuan inilah diharapkan ada masyarakat yang dengan sukarela bersedia
mejadi pengelola shelter warga. Hal ini menandakan bahwa pembentukan shelter warga
lebih mengedepankan pada partisipasi masyarakat. Hal ini agar dalam menjalankan
programnya nanti lebih mudah dan cepat dipahami oleh masyarakat. Namun dalam
kenyataannya, dari 154 yang dibentuk, hanya 37 shelter warga yang aktif. Olehnya itu,
perlu perbaikan dalam proses pembentukan dan pembinaannya.

Proses pelaksanaan shelter warga baik itu pembentukan maupun pelaksanaan program
sudah berjalan dengan baik walaupun belum optimal. Hal ini karena belum
terbentuknya shelter di semua kelurahan. Adapun dalam pelaksanaan program terlah
berkolaborasi dengan berbagai stakeholder dan bergerak tanpa mengenal batas
adminsitratif.

3. Pendekatan Sasaran (Goal)

Sasaran adalah indikator capaian (output) yang sesuai dengan target yang telah
ditetapkan oleh sebuah program atau organisasi. Adapun sasaran yang di maksud dalam
penelitian ini yakni anak. Dengan terhindarnya dari kekerasan dan terpenuhinya hak -
hak anak merupakan keberhasilan atas sasaran dari program shelter warga. Dalam
mengukur tingkat keberhasilan pencegahan kekerasan anak. Angka kekerasan tidak bisa
dijadikan patokan keberhasilan. Hal ini karena tingginya jumlah laporan salah satu
penyebabnya adalah adanya kesadaran masyarakat untuk melapor serta meningkatnya
tingkat percayaan warga terhadap shelter warga.

Adapun evaluasi capaian shelter shelter warga dilakukan setiap triwulan. Untuk evaluasi
ini dilakukan oleh P2TP2A dan Dinas P3A dilakukan pertriwulan yang dijadikan bahan
untuk perumusan program kedepannya. Adapun terkait capaian pencegahan
kekererasan anak berbasis shelter warga dianggap belum maksimal. Hal ini karena
belum hadirnya shelter warga di semua kelurahan di kota Makassar membuat program
ini belum mencapai seluruh target dan sasaran yang ditetapkan sebelumnya. Selain itu,
perlu dorongan agar shelter warga lebih mengoptimalkan penciptaan lingkungan ramah
anak.

Sasaran pencegahan kekerasan berbasis shelter warga sudah mulai optimal khususnya
jangka pendek. Hal ini dibuktikan dengan sudah munculnya kesadaran warga untuk
berpartisipasi dalam shelter warga serta korban kekerasan sudah berani melaporkan
kasusnya ke shelter warga.untuk sasaran jangka panjang masih belum optimal
khususnya dalam menjadikan shelter warga sebagai program dalam mewujudkan kota
ramah anak

SIMPULAN

Efektifitas pelaksanaan kebijakan Walikota Makassar terkait rencana strategi khususnya
dalam pencegahan kekerasan berbasis shelter warga sudah cukup optimal. Hal ini
berdasarkan3 indikator yakni, pendekatan sumber daya masih kurang karena
partisipasi masyarakat untuk terlibat shelter warga masih rendah yakni dari 154 yang
dibentuk, hanya 37 yang aktif. Selain itu, ketebatasan fasilitas dan anggaran operasinal
masih menjadi kendala. Kedua, pendekatan proses berjalan dengan baik mulai dari
pelibatan masyarakat dalam pembentukan shelter, sosilasiasi pencegahan kekerasan
maupun pendampingan korban kekerasan anak. Ketiga, pendekatan sasaran shelter
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warga sudha tepat dengan melakukan sosialisasi di lingkungan masing - masing dengan
melibatkan stakeholder sekitar. Walaupun demikian, dari masih rendahnya jumlah
shelter yang aktif, membuat warga yang rentan menjadi korban kekerasan masih belum
terjangkau secara keseluruhan.

SARAN

Adapun yang menjadi saran berdasarkan hasil penelitian ini yakni mendorong
pemerintah untuk mengaktifkan semua shelter warga ditiap kelurahan yang ada dikota
Makassar, meningkatkan anggaran operasional shelter warga, melibatkan pihak ketiga
misalnya swasta untuk menambah anggaran shelter warga serta mendorong
peningkatan kreatifitas ekonomi warga berbasis shelter warga. Hal ini karena kelompok
rentan kebanyakan merupakan masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah.
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